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Abstrak

Penyelundupan hukum perizinan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Nomor 89
PK/TUN/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat dilakukan oleh PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari, penyelundupan hukum
dengan membuat perjanjian (MoU) di depan notaris sebagai syarat peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang
pada akhirnya menjadikan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT.
Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah adanya putusan Pengadilan dan mengetahui
bagaimana legalitas dan status peningkatan ljin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkan kesepakatan bersama dengan PT.
Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikan Putusan Pengadilan dalam prespektif kepastian
hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal dengan alasan keragaman variabel
isu hukum dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengabaian putusan
pengadilan yang dilakukan oleh PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari sehingga hal ini
merupakan penyelundupan hukum oleh kedua perusahaan tersebut secara sengaja sehingga
penyelundupan hukum tersebut sudah selaykanya IUP OP PT. Triagotana batal demi hukum.
Kata Kunci: Hukum, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum.

Abstract

The smuggling of licensing law by ignoring the Court Decision Number 89 PK/TUN/2012
dated October 25, 2012 which has permanent and binding legal force was carried out by PT.
Triagatona and PT. Sawit Kaltim Lestari, the smuggling of law by making an agreement (MoU)
in front of a notary as a condition for increasing the Mining Business License to Production
Operation (IUP OP) by the East Kalimantan Provincial Government which ultimately resulted
in the absence of legal certainty. This study aims to determine the status of overlapping mining
and plantation land permits between PT. Triagatona and PT. Sawit Kaltim Lestari after the
Court decision and to find out how the legality and status of increasing the Mining Business
License from Exploration to Mining Business License from Production Operation PT.
Triagatona based on a joint agreement with PT. Sawit Kaltim Lestari which ignores the Court
Decision in the perspective of legal certainty. This study uses a doctrinal approach on the
grounds of the diversity of legal issue variables in the study. The results of the study indicate
that there is a disregard for court decisions made by PT. Triagatona and PT. Sawit Kaltim
Lestari so that this is a deliberate legal smuggling by the two companies so that the legal
smuggling is appropriate for the IUP OP PT. Triagotana to be canceled by law.

Keywords: Law, Court Decision, legal certainty.
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PENDAHULUAN

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses
lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Niilai-nilai yang
menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral
ketatanegaraan. A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan,! menyebutkan 2 (dua)
macam ketentuan, yaitu Ketentuan-ketentuan (rules) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah
hukum (law), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (the law of the constitution). Termasuk
kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan
oleh (melalui) pengadilan dan ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum,
yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (moral) ketatanegaraan (convention of the
constitutional atau constitutional morality)

Penegakan hukum dalam suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
yang tetap dan mengikat (inkracht) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak baik secara
individu-individu maupun lembaga/badan hukum. Salah satu gugatan Tata Usaha Negara
dalam sektor sumber daya alam yang terjadi saat ini terkait adanya tumpang tindih izin baik
pertambangan maupun perkebunan di lokasi yang sama (Muara Kaman), di terbitkan oleh
Bupati Kutai Kartanegara.

Pertambangan dalam hal ini PT. Triagatona dengan memiliki izin Usaha Pertambangan
(TUP) dan perkebunan dalam hal ini PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) memiliki Hak Guna Usaha
(HGU) sehingga hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antara perusahaan yang pada
akhirnya berproses gugatan yang dilakukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari sebagai Penggugat
dan Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat 1 dan PT. Triagatona sebagai Tergugat 2 di
Pengadilan Tata Usaha Negara hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
Perkara : 04/G/2009/PTUN.SMD kemudian di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor Perkara : 254/B/2009/PT.TUN.JKT, kemudian tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung Nomor Perkara : 207 K/TUN/2010 yang dimenangkan oleh Tergugat 1 dan
Tergugat 2 kemudian dilakukan Peninjauan Kembali Nomor Perkara : 89 PK/TUN/2012 yang
dimenangkan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.
Triagatona yang telah diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.? Pihak yang kalah
berkewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, namun dalam perjalanan waktu adanya perdamaian yang dilakukan antara kedua
belah pihak yang sebelumnya berperkara di Pengadilan dengan melakukan perjanjian berupa
Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) atas obyek sengketa yang dipermasalahkan
sebelumnya.

Memorandum Of Understanding (MoU) atau dalam perjanjian merekan disebutkan
sebagai kesepakatan penggunaan lahan bersama yang dilakukan kedua belah pihak ini secara
sengaja melakukan pengabaian putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan mengikat merupakan tindakan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum (evasion of
law) ini merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan menghindari berlakunya hukum
nasional (putusan pengadilan yang telah inkracht) agar para pihak memperoleh keuntungan-
keuntungan yang bersesuaian dengan yang diinginkan. Penyelundupan hukum ini dilakukan
dengan cara bersepakat untuk berdamai yang mana perdamaian tersebut dilakukan untuk
mengabaikan putusan pengadilan kemudian perdamaian tersebut dituangkan dalam akta
pernyataan bersama dihadapan Notaris.

Status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona
dan PT. Sawit Kaltim Lestari sudah jelas secara hukum dengan putusan pengadilan Nomor 89

! Bagir Manan (2), Konvensi Ketatanegaraan, Bandung: Armico, 1987, him. 20
2 putusan pengadilan Nomor : 89 PK/TUN/2012
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PK/TUN/2012 tanggal 25 oktober 2012. Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
harusnya dilaksanakan semua pihak yang berperkara, namun praktek pihak yang berperkara
melakukan MoU, yang mengabaikan pelaksanaan putusan, sehingga memunculkan
ketidakjelasan pelaksanaan putusan di pengadilan.  Putusan Pengadilan yang tidak
dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara merupakan suat perbuatan yang melanggar
hukum seyogyanya Putusan Pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan dimana Negara hukum
menjadikan hukum bagian yang tertinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan antar para
pihak. Adapun perumusan masalah dalam penelitan ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT.
Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah ada putusan pengadilan Nomor 89
PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ?

2. Bagaimana legalitas dan status peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT.
Triagatona berdasarkan kesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang
mengabaikan putusan Pengadilan dalam prespektif kepastian hukum ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah untuk menemukan fakta-fakta
melalui penelitan doktrinal yang menemukan data dari sumber yang dipilih berdasarkan fakta
dan tema yang di riset dan di kaji, sehingga dapat menjawab rumusan-rumasan masalah yang
menjadi problem riset dengan pengamatan lapangan. Penelitian ini memotret keadaaan yang
terjadi di lapangan dengan sebeneranya antara kedua perusahaan yang masih berjalan hingga
saat ini, yang mana perusahaan tersebut telah mengabaikan putusan pengadilan yang mengikat
dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui
sampai dimana akhir sengketa yang terjadi antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari
yang terletak di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Tumpang Tindih I1zin Lahan Pertambangan dan Perkebunan Antara PT.
Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari Setelah Ada Putusan Pengadilan Nomor 89
PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012

Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghindari
aturan-aturan yang melarangan perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik secara pribadi
maupun badan hukum.® Menurut Purwadi Purbacaraka penyelundupan hukum terjadi
bilamana ada seorang atau pihak-pihak yang mempergunakan cara-cara yang tidak benar
dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional.* Sehingga penyelundupan
hukum ini digunakan untuk menghindari aturan yang telah dilarang untuk melakukan
perbuatan atau tindakan hukum yang mulanya tidak syah menjadi syah. Penyelundupan
hukum adalah penghindaran untuk mewujudkan hukum dengan tujuan menghindari akibat
sah yang tidak diinginkan atau untuk mewujudkan akibat hukum yang diinginkan. Ada unsur
keingin tahuan subjektif pelaku dalam melakukan perilaku tersebut.

Unsur ini terkandung dalam kesengajaan yang menunjuk pada pelaksanaan tujuan
pelaku tanpa melaksanakan pengaturan sah yang bersangkutan. Hal ini sering terjadi karena
jika mereka melakukan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka
tindakan tersebut tidak akan dapat dilakukan sehingga secara sah pelaksanaan tindakan
mereka dapat diakui oleh Pemerintah meskipun mereka sebenarnya melakukan tindakan

3 Sudargo Gautama, 2012, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum
Nasional - Binacipta, Bandung, him. 148

4 Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1989, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional, Rajawali Pers,
Jakarta, him. 63
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tersebut. pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang tersebut. Salah satu bentuk
penyelundupan hukum yang terjadi dimasyarakat salah satunya dengan tidak melaksanakan
putusan pengadilan, terutama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan para pihak
dalam suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkeadilan
bagi para pihak yang berperkara.®

Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang
sangat diinginkan atau yangdinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan
sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya dengan memiliki landansan hukum yang
kuat, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan
adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.®

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat
condemnatoir dapat juga merupakan keputusanconstitutief. Pernyataan batal atau tidak sah
suatu keputusan bersifat ex tunc hanya bersifat declaratoir. Putusan yang bersifat constitutief
misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi
dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN), yang berakibat
tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat
constitutief walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum
lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusanpenghukuman sebagai
tindak lanjut agar materi putusan constitutief menjadi nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk
yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir.

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan - peraturan yang dibuat dan
diundang - undangkan secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis (masuk akal) sehingga
hal ini tidak menimbulkan multi tafsir (keragu - raguan), logis dan memiliki daya predikbilitas.
Hukum yang logis sehingga menjadi kepastian hukum yang merupakan dimana tingkah laku
manusia baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum atau organisasi, terikat dan
dalam koridor yang sudah di gariskan dalam aturan hukum itu sendiri, sehingga asas kepastian
hukum sangat diperukan untuk menciptakan peraturan perundang - undangan hal ini
dikarenakan kepastian hukum menjadi prinsip utama dari berbagai macam prinsip - prinsip
supremasi hukum’ “The legal certainty as the superior principle of the system of formal
principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values®. Tujuan
hukum yang terpenting adalah kepastian hukum, maka asas kepastian hukum menjamin bahwa
hukum harus ditegakkan dengan baik dan tepat. Tanpa adanya kepastian maka hakikat dan
makna sebenarnya dari Undang-Undang itu sendiri akan menjadi tidak jelas, dan ketika hal
seperti ini terjadi, maka undang-undang tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh siapa pun
sebagai pedoman dalam bertindak. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara juga
mengarah pada upaya pengaturan hukum negara tersebut, yang dilaksanakan melalui peraturan
perundang-undangan pemerintah.

Kepastian hukum di definisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (a)
Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh
dan diakui karena (kekuasaan) negara, (b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, (c) Warga
secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut, (d) Hakim-

5 M. Nur Rasaid, 2003,Hukum Acara Perdata, cet. 111, Sinar Grafika Offset, Jakarta, him 48

& Moh. Taufik Makarao, 2004 Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, Rieneka Cipta,Jakarta,, him.124

" M. Kordela (2008)

8 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 asas kepastan hukum dalam
implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga Negara dan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ” Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88-100
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hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut
secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara
konkrit dilaksanakan.® Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut
harus dijalankan dengan cara yang baik.°

Salah satu sengketa lahan pertambangan dan perkebunan terjadi di salah satu kecamatan
di Muara Kaman tepatnya di Desa Sabintulung, adanya sengketa antar perusahaan
pertambangan dan perkebunan dikarenakan adanya tumpang tindih ijin dalam lokasi yang sama
atas pemberian ijin yang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bupati
Kutai Kartanegara H. Syaukani, HR, MM. Hal ini dikarenakan potensi perkebunan dan
pertambangan yang masih sangat menjanjikan dalam peningkatan perekonomian terutama bagi
pelaku usaha dalam bidang ini, sehingga tidak heran jika Kutai Kartanegara khususnya
Kecamatan Muara Kaman yang telah di tetapkan menjadi kawasan perkebunan dan
pertambangan! menjadi lokasi usaha yang mereka lakukan yang diantaranya untuk
perkebunan di kelola perusahaan PT. Sawit Kaltim Lestari dan sektor Pertambangan di kelola
oleh PT. Triagatona sehingga kedua perusahaan ini memperoleh izin berusaha dari Bupati
Kutai Kartanegara untuk mengelola sumber daya alam. Adapun izin yang dimiliki oleh
perusahaan sawit PT. Sawit Kaltim Lestari diantaranya yaitu : Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No. 23/DPtn/UM-21/Ix-2004 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Tanggal 21 September 2004,
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 43/DPtn/UM-42/X11-2005 Tentang Pemberian
Perpanjangan izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit
Kaltim Lestari Tanggal 27 Desember 2005, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.
61/DPN.K/IL-59/X-2006 Tentang Perpanjangan izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Tanggal 04
Oktober 2006.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/SK-DISBUN KUKAR/X/2005
Tentang izin Usaha Budidaya Perkebunan Komiditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari
Untuk Lahan Seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) Yang Terletak di Desa Sabintulung dan
Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 07
Oktober 2005, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/13/SK-DISBUN KUKAR/1/2006
Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan izin Membuka Lahan/
Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman Kelapa Sawit Seluas
6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman
Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tanggal 12
Januari 2006, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/45/SK-DISBUN KUKAR/1/2007
Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan izin Membuka Lahan/
Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman Kelapa Sawit Seluas
4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan
Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur Tanggal 16 Januari 2007, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/65/SK-
DISBUN KUKAR/1/2008 Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan
izin Membuka Lahan/ Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman
Kelapa Sawit Seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan
Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur Tanggal 9 Januari 2008, Sertifikat HGU No. 154 Atas Nama PT. Sawit Kaltim Lestari

% Jan Michiel Otto
10 Sudikno Mertukusumo,
11 Perda Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kukar
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Tanggal 14 Februari 2013 sedangkan perusahaan Batubara PT. Triagatona diantaranya yaitu :
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/99/KP-PU/DPE-IV/VI111/2006 Tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 099 PU) tanggal 29
Agustus 2006, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/1X/2007
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2007 135 Er) tanggal 13
September 2007.

PT. Triagatona yang telah memiliki izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi melakukan
kegiatan ekplorasi di lokasi / konsesi milik perusahaan pertambangan (PT. Triagatona) yang
mana lokasi tersebut masuk juga dalam lokasi milik perusahaan perkebunan PT. Sawit Kaltim
Lestari sehingga kegiatan ekplorasi yang telah dilakukan mendapat penolakan dari pihak
perusahaan yang sama - sama memiliki izin, sehingga di lakukan mediasi untuk penyelesaian
kegiatan tersebut namun masing - masing pihak tetap bertahan dengan kepemilikan izin yang
dimiliki sehingga proses tersebut PT. Sawit Kaltim Lestari melakukan gugatan Tata Usaha
Negara (TUN) kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat 1 dan PT. Triagatona
sebagai Tergugat 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara :
04/G/2009/PTUN.SMD tanggal 02 September 2009 dalam proses pengadilan tingkat pertama
ini gugatan PT. Sawit Kalim Lestari dinyatakan tidak diterima sehingga otomatis PT. Sawit
Kaltim Lestari kalah melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona yang amar
putusannya yaitu, a) menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, b) menghukum Penggugat
untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 197.000,- (Seratus
sembilan puluh ribu rupiah)

Atas kekalahan PT. Sawit Kaltim Lestari tersebut maka pada tanggal 12 Oktober 2009
PT. Triagatona bersurat kepada PT. Sawit Kaltim Lestari menginformasikan akan melakukan
kegiatan pengeboran (eksplorasi) sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
540/135/KP-Er/DPE-IV/1X/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.
KTN 2007 135 Er) seluas 1.585 Hektar di Kecamatan Muara Kaman tanggal 13 September
2007, namun atas kekalahan tersebut PT. Sawit Kaltim Lestari tidak menerimanya dan
mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan
register Nomor Perkara : 254/B/2009/PT.TUN. JKT tanggal 04 Februari 2010 dan upaya
hukum banding PT. Sawit Kaltim Lestari ini melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT.
Triagatona kembali gagal (kalah) dengan amar putusannya yaitu : a) Menerima permohonan
banding dari Penggugat/Pembanding, b) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Tanggal 02 September 2009 Nomor : 04/G/2009/PTUN.SMD yang dimohonkan
banding dengan tambahan dalam pertimbangan berikutnya, c¢) menghukum
Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pihak PT. Sawit Kaltim Lestari yang kalah dalam proses banding PT PTUN Jakarta masih
belum terima atas kekalahan dengan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Trigaton ini kembali
melakukan upaya hukum luar biasa dengan melakukan Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta
sehingga proses peradilan masih berlanjut dengan register perkara : 207/K/TUN/2010 tanggal
11 Agustus 2010 dalam proses peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia ini PT.
Sawit Kaltim Lestari yang melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona kembali
kalah dengan amar putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut yaitu : a) menolak
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Sawit Kaltim Lestari tersebut, b) Menghukum
Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pihak PT. Sawit Kaltim Lestari yang kalah atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagota ini masih belum
menerima atas kekalahan tersebut sehingga PT. Sawit Kaltim Lestari kembali mengajukan
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upaya hukum luar biasa dengan melakukan Peninjauan Kembali atas perkaranya tersebut di
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara yang telah di register Nomor : 89
PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012, dalam putusan Peninjauan Kembali ini PT. Sawit
Kaltim Lestari menang melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona yang amar
putusannya yaitu : a) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, b) menyatakan batal
atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-
IV/1X/2007 (KW KTN 2007 235 Er) tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutali
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh
lima hektar) atas nama PT. Triagatona, ¢) memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-1V/1X/2007 (KW KTN
2007 235 Er) tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur seluas 1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atas nama
PT. Triagatona, d) menghukum Termohon Peninjauan Kembali | dan 11 untuk membayar biaya
perkara dalam Peninjauan Kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah)

Dalam proses yang Pengadilan tingkat akhir ini PT. Sawit Kaltim Lestari menang dan
merupakan pihak yang syah atas kepemilikin lahan yang sengketa dalam hal ini lahan dalam
konsesi tambang PT. Triagatona di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
Propinsi Kalimantan Timur setelah adanya pembatalan Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/1X/2007 (KW KTN 2007 235 Er) tertanggal 13
September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang terletak di
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas
1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atas nama PT. Triagatona oleh
Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Akhir
di Mahkamah Agung tersebut maka secara hukum lahan tersebut merupakan milik PT. Sawit
Kaltim Lestari sehingga PT. Triagatona tidak lagi memiliki hak atas lahan tanah di wilayah
IUP yang telah diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tersebut. Dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha ini bersifat “erga omnes” berlaku untuk semua pihak sehingga mengikat para pihak
yang berperkara maupun diluar pihak yang berperkara'?

Legalitas dan Status Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT.
Triagatona Berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang
Mengabaikan Putusan Pengadilan Dalam Prespektif Kepastian Hukum

Hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, memaksa untuk melakukan sesuatu
maupun tidak melakukan sesuatu yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Udangan maka
setiap warga Negara harus melaksanakan ketentuan tersebut, kemudian dalam melakukan
kegiatan atau prilaku seseorang maupun masyarakat yang berbentuk preventif adalah dengan
pemberian legalitas perizinan. Perizinan memiliki tujuan untuk mengatur dan atau
mengendalikan setiap kegiatan seseorang maupun masyarakat, dalam hukum administrasi
Indonesia dan Belanda ditemukan berbagai penyebutan istilah dalam perizinan yang
diantaranya : izin (vergunning), persetujuan (toestemming), kebebasan (oktheffing),
pembebasan (vrijstelling), pembatasan dan kewajiban (verlog), kelonggaran/keringanan
(dispensatie), pemberian kuasa, persetujuan (goedkeuring) dan konsensi. Dalam peristilahan
yang sifatnya genus dan banyak digunakan adalah istilah vergunnig, sedangkan istilah lainnya

12 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942 Dan Apakah
Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983. him. 52
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merupakan peristilahan yang sifatnya species.

Undang-Undang Perizinan adalah Undang-Undang yang mengatur hubungan antara
masyarakat dan negara pada saat masyarakat meminta izin. Perizinan merupakan tindakan
hukum administrasi negara yang bersifat sepihak dan dilaksanakan dengan peraturan
berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Pengertian izin secara
umum adalah pemberian izin pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah dalam keadaan tertentu, yang mungkin berbeda dengan beberapa ketentuan
larangan yang sah. Perizinan adalah pemberian legitimasi kepada seseorang, pelaku ekonomi,
atau kegiatan tertentu, dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Perizinan merupakan salah
satu instrumen hukum administrasi yang paling sering digunakan untuk mengontrol perilaku
warga negara. Izin juga dapat diartikan sebagai pengecualian atau pengecualian terhadap suatu
larangan. Pengertian izin adalah perwujudan fungsi pengaturan dan administratif yang
dilaksanakan oleh negara atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan
subjek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam
masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan
kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum?3

Didalam ilmu hukum ada yang dinamakan hubungan hukum yang sekarang ini
awalnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum  of
Understanding  (selanjutnya ditulis MoU) yang kemudian jika diteruskan akan dibuat
perjanjian antar para pihak. MoU ialah perbuatan hukum salah satu pihak untuk menyatakan
maksudnya kepada pihak lain atas sesuatu yang ditawarkannya. Istilah MoU, juga banyak
dipakai istilah-istilah lain misalnya Nota Kesepahaman atau terkadang disebut sebagai Nota
Kesepakatan.* Dalam (KUHPer) tidak mengenal dan tidak mengatur MoU. MoU merupakan
kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum Common Law.
Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang
memiliki akibathukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat
hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas Pacta Sunt
Servanda®®. MoU tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di
Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur Memorandum of Understanding
(MoU) berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Syarat sahnya perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syaratyang
bersifat subjektif dan syarat yang bersifat objektif.'® Syaratsubjektif, yaitu kelompok
syarat-syarat yang berhubungandengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar
sebagaikesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif, yaitu kelompoksyarat-syarat yang
berhubungan dengan objeknyadikelompokkan secara garis besar sebagai hal tertentu dan
sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjiandalam dua kelompok ini
digunakan untuk mengetahui apakahperjanjian itu batal demi hukum (void ab initio) atau
merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (voidable).!” Jika yang
dilanggar ialah syarat objektifmaka perjanjian yang telah dibuat adalah batal demi
hukumyang berarti tanpa diminta pembatalannya, dianggap tidakpernah ada. Berbeda

13 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007, him.14

14 A, Sirait, “kedudukan hukum dari m.o.u ditinjau dari hukum kontrak®,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36913/1/09E02921.pdf>,diaksestanggal 20 Desember
2023

15 Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak danMemorandum of
Understanding, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, him. 11

16 R.Subekti

17 DitaRahmasari, 2011:25
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dengan dilanggarnya syarat subjektif yangtetap dinyatakan berlaku hingga dimintakan
pembatalan. Legalitas dalam melakukan kegiatan usaha kepada pelaku usaha atau badan
hukum oleh Pemerintah di berikan dengan melalui perizinan,perizinan ini merupakan hal
yang penting dalam melakukan kegiatan usaha apapun terutama kegiatan pengelolaan sumber
daya alam baik pertambangan maupun perkebunan, selain itu izin merupakan instrumen yang
paling penting dalam administrasi kegiatan usaha. Perizinan dapat di istilahkan dengan
licence, permint (Inggris),Vergunning (Belanda).

Terkait status legalitas dan peningkatan IUP PT. Triagatona Nomor : 503/211/IUP-
OP/DPMPTSP/11/2017 yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur melalu
Dinas Penanaman Modal Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara melawan
hukum yang berdasarkan MoU dengan PT. Sawit Kaltim Lestari merupakan perizinan yang
diberikan Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timur yang terbitkan berdasarkan MoU antara PT.
Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari sedangkan dalam putusan pengadilan telah di tetapkan
jika Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara batal demi hukum sehingga tidak dapat
digunakan lagi.

Salah satu asas putusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni erga
omnes yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum, kemudian Hal
yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang
menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis, pertama dengan
adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak
ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang
berperkara, kedua putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (erga omnes),
tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (inter partes) seperti halnya dalam
perkara perdata, ketiga putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya
kekuatan pembuktian sempurna dan ke empat Putusan tersebut mempunyai kekuatan
eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu
dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi
putusan yang bersangkutan. Sehingga tidak ada upaya lain dalam melaksanakan putusan
tersebut kecuali melaksanakan sebagaimana amar putusan yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung.

Sengketa dalam penyelesaian dalam proses peradilan bertujuan untuk mencari keadilan
yang diharapkan kemudian dalam proses peradilan sebelum adanya putusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap mengikat para pihak masih dapat menyelesaikan secara kekeluargaan,
ruang penyelesaian secara damai sebelum putusan masih terbuka lebar dan itu juga yang
menjadi harapan Majelis Hakim agar sengketa dapat berhasil damai dengan win-win solution
namun berbeda halnya ketika proses peradilan telah selesai dalam hal ini telah diperoleh
putusan Majelis Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat maka
putusan tersebut harus di hormati dan dipatuhi, berdasarkan teori legal system, teori ini
menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi
hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Sistem hukum ialah suatu kesatuan
antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa
norma yang akan menentukan apakah norma kebiasan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak,
dalam penyelesaian secara damai sebelum putusan berdasarkan merupakan hal biasa dan dapat
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat namun jika setelah putusan kemudian baru
berdamai dengan membuat kesepakatan dihadapan Notaris maka hal tersebut dapat dipastikan
merupakan bentuk penyelundupan hukum dengan memmbuat kesepakatan di hadapan Notaris
dan kemudian kesepakatan tersebut mengabaikan putusan pengadilan yang telah memiliki
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kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Perbuatan hukum para pihak yang melakukan penyelundupan hukum dengan membuat
perikatan (perjanjian) yang dihadapan Notaris menggambarkan bahwa kesepakatan tersebut
dibuat dihadapan Pejabat dalam hal ini Notaris namun kesepakatan tersebut bertentangan
dengan syarat syah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer'®, disamping itu putusan
pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan putusan yang
bersifat yakni erga omnes yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat
umum sehingga apa yang telah di lakukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona
secara fakta merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan perizinan yang telah diterbitkan oleh
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
Daerah Propinsi Kalimantan Timur sudah selayaknya batal demi hukum. Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari PT. Sawit
Kaltim Lestari kemudian Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut secara sengaja
diabaikan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona dengan kesepakatan para pihak
merupakan perbuatan yang merendahkan Pengadilan

KESIMPULAN DAN SARAN

Status Tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona
dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah adanya Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah
mencabut dan membatal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Triagatona, sehingga
PT. Triagatona tidak memiliki hak atas lahan tersebut, putusan Pengadilan telah memperjelas
status hak penggunaan lahan terhadap perusahaan mana lahan tersebut diberikan dan memiliki
hak atas pengelolaan berdasarkan izin yang telah diberikan dan memiliki hak atas tanah
pengelolaan berdasarkan izin yang telah diberikan.

Legalitas dan status peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ke 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkan kesepakatan
bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikan putusan pengadilan merupakan
bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
terutama sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 terutama pada klausal untuk
sebab yang halal (bertentangan dengan hukum) sehingga legalitas dan status peningkatan 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Triagatona yang telah diterbitkan oleh
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur batal demi hukum, penerbitan ini terjadi adanya
ketidaktelitian secara ketat aparatur Pemerintah terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan
hukum, disamping itu penerbitan izin PT. Trigatona menjadikan hukum tidak memiliki
kepastian hukum
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